
BUPATI BUTON 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia; 

b. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat 
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni 
rumah yang layak, sehat, aman dan harmonis perlu 
dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui upaya 
penge\olan secara terencana, terpadu, profesional, 
sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau setiap orang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huru f b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 56 79); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5883); 

7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Procluk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 785); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

dan 

BUPATI BUTON, 



- 3 ­  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

DAN PERMUKIMAN KUMUH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PENCEGAHAN DAN 

PERUMAHAN KUMUH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Buton. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, 
cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi 
pemiliknya. 

6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan 
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
permukiman. 

9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari \ingkungan hidup 
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami 
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

1 1 .  Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak 
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana 
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
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12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk 
menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan 
kumuh dan pennukiman kumuh baru. 

13. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan 
kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas 
umum. 

14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh rumah. 

15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan 
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian. 

18. lain Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 
1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk 
membangun ba.ru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 
berlaku. 

19. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau 
pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan 
permukiman. 

20. Setiap Orang adaJah orang perseorangan atau badan hukum. 

21 .  Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh 
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

22. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang 
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok 
dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, 
kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok 
tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 
bersama. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 
Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh. 
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Pasal 3 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 

a. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah 
dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; 

b. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang 
layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 
teratur. 

Pasal 4 

Ruang lmgkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; 

b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; 

c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh; 

d. penyediaan tanah; 

e. pendanaan dan sistem pembiayaan; dan 

f. Kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal. 

BAB II 

TUGAS DAN KEWAJJBAN PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

( 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh di Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pemerintah Oaerah melakukan koordinasi 
dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 6 

(1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 
Pemerintah Daerah memiliki tugas: 

a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta 
rencana pembangunan kabupaten terkait Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh; 



b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten 
mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh; 

c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; 

d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta 
Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh; 

e. melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan yang 
layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat 
miskin dan MBR; 

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap 
masyarakat miskin dan MBR; 

g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan 
kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; 
dan 

h. melakukan penyediaan lahan dalam upaya Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Pennukiman Kumuh. 

(2) Pelaksanaan ugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab dalam urusan perumahan dan pennukiman. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan 
terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh baru wajib melakukan 
pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan 
masyarakat. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat [ 1) meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap: 

a. kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan 
Perumahan dan Permukiman; 

b. kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan 
Perumahan dan Pennukiman; dan 

c. kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan 
Perumahan dan Permukiman. 

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. membenkan pendampingan untuk meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui 
penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan 
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b. memberikan pelayanan informasi mengenai rencana tata 
ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan 
Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya 
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh. 

Pasal8 

(1 Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh dilaksanakan pada tahap: 

a. penetapan lokasi; 

b. penanganan; dan 

c. pengelolaan. 

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi: 

a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan 
melibatkan peran masyarakat; 

b. melakukan penilaian lokasi Perumahan 
Permukiman Kumuh sesuai kriteria 

Kumuh dan 
yang telah 

ditentukan; 

c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati; dan 

d. melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap 
tahun. 

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. melakukan perencanaan penanganan terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil 
perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh; dan 

c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh melalui pola pemugaran, 
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali. 

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf c meliputi: 

a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk 
membangun partisipasi dalam pengelolaan; 

b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan 
Kelompok Swadaya Masyarakat; dan 

c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat 
dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. 
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Bagian Keempat 

Koordinasi 

Pasal9 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal T7 dan Pasal 8, Pemerintah 
Daerah harus melakukan koordinasi dengan pemerintah 
dan pemerintah provinsi. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi 
kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional; 

b. melakukan penyampaian hasi\ penetapan lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada 
pemerintah provinsi dan Pemerintah; 

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan 
nasional; dan 

d. memberikan rekomendasi permohonan fasilitasi dan 
bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan 
dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh. 

BABIII 

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERU MAHAN 
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 10 

(1) Pencegahan terhadap tumbuh dan 
perumahan kumuh dan permukiman 
dilaksanakan melalui: 

a. pengawasan dan pengendalian; dan 

b. pemberdayaan masyarakat. 

(2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

berkembangnya 
kumuh baru 



Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 1 1  

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: 
a. perizinan; 

b. standar teknis; dan 
c. kelaikan fungsi. 

Paragraf 2 

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 12 

( I) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  huruf a 
dilakukan terhadap pemenuhan perizinan meliputi: 
a. izin prinsip; 

b. izin lokasi; 

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 

d. izin mendirikan bangunan; dan 

e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman. 

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk menjamin: 

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang 
direncanakan dengan rencana tata ruang; dan 

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, 
dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar 
teknis yang berlaku. 

Pasal 13 

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  ayat ( 1) huruf 
b dilakukan terhadap: 

a. bangunan gedung; 

b. jalan lingkungan; 

c. penyediaan air minum; 
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d. drainase lingkungan; 

e. pengelolaan air limbah; 

f. pengelolaan persampahan; dan 

g. proteksi kebakaran. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
tahap pembangunan perumahan dan permukiman. 

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar 
teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan untuk 
menjamin; 

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai 
ketentuan standar tekms yang berlaku; 

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang 
dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; 
dan 

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang 
digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan 
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku. 

Pasal 14 

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  
ayat (1 )  huruf c dilakukan terhadap pemenuhan kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 
dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan 
permukiman. 

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian 
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
dilakukan untuk menjamin: 

a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan 
dimensi serta kualitas bahan atau material yang 
digunakan masih sesuai dengan kebutuhan 
fungsionalnya masing-masing; 

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta 
prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan 
dan permukiman; 

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, 
sarana dan utilitas umum tidak mengurangi 
keberfungsiannya masing-masing. 

Pasal 15 

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

terhadap 
ayat (1 ) 
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Paragraf 3 

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 16 

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l, dilakukan dengan 
cara: 

a. pemantauan; 

b. evaluasi; dan 

c. pelaporan. 

Pasal 17 

( Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: 

a. langsung; dan/atau 

b. tidak langsung. 

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a dilakukan mela\ui pengamatan lapangan 
pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh. 

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf b dilakukan berdasarkan: 

a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang 
ditangani; dan 

b. pengaduan masyarakat maupun media massa. 

(4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) dengan melibatkan peran masyarakat. 

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental 

Pasal 18 

(1) Evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b 
merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif 
terhadap hasil pemantauan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menilai kesesuaian perumahan dan pennukiman 
terhadap: 

a. perizinan pada tahap perencanaan; 

b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau 

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan. 
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(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) dengan melibatkan peran masyarakat dan dapat 
dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan 
kawasan permukiman. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru. 

Pasal 19 

(1) Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c 
merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan 
evaluasi. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat dan 
dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan 
pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan 
Permukiman. 

(3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dijadikan dasar bagi Pemerintah 
Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh 
dan berkembangnya perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh baru sesuai kebutuhan. 

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dapat disebarluaskan kepada 
masyarakat. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 1  sampa.i dengan Pasal 19, 

terdapat ketidak sesuaian terhadap perizinan, standar teknis 
dan kelaikan fungsi, penyelenggara perumahan dan/atau 
permukiman dapat dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan izin mendirikan rumah; 

c. pencabutan izin mendirikan rumah; 

d. pembongkaran bangunan; dan/atau 

e. denda administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai 
penyelenggaraan Perumahan dan Permuk:iman. 
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Bagian Ketiga 

Pemberdayaan Masyarakat 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 21 

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
IO huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman melalui: 

a. pendampingan; dan 

b. pelayanan informasi. 

Paragraf 2 

Pendampingan 

Pasal 22 

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan 
kapasitas kelompok swadaya masyarakat. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam 
bentuk: 

a.penyuluhan; 

b. pembimbingan; dan 

c. bantuan teknis. 

Pasal 23 

(1)  Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk 
meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan 
masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
berupa: 

a. sosialiasi; dan 

b. diseminasi 

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan secara \angsung dan/atau tidak langsung dengan 
menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga. 
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Pasal 24 

(1)  Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk 
atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan 
atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat; 

b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan 

c. pernbimbingan kepada dunia usaha. 

Pasal 25 

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan 
yang bersifat teknis berupa: 

a. fisik; dan 

b. non-fisik. 

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan 
gedung; 

b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan 
lingkungan; 

c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase 
lingkungan; 

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan 
prasarana air minum; 

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan 
prasarana air limbah; dan/atau 

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan 
prasarana persampahan. 

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi: 

a. fasilitasi penyusunan perencanaan; 

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria; 

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; 

d. fasilitasi pengembangan alternatifpembiayaan; dan/atau 

e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah 
Daerah dengan swasta. 
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Pasal 26 

Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab dalam urusan perumahan dan permukiman 
melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf a dengan tata cara sebagai berikut: 

a. mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang 
telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan 
atau incidental; 

b. menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang 
membutuhkan pendampingan; dan 

c. dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan: 

1 .  ahli; 

2. akademisi; 

3. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau 

4. tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan 
pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan 
permukiman. 

Paragraf 3 

Pelayanan lnformasi 

Pasal 27 

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi 
masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian 
informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh. 

{2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
me\iputi pembenan infonnasi mengenai: 

a. rencana tata ruang; 

b. penataan bangunan dan lingkungan; 

c. perizinan; dan 

d. standar teknis dalam bidang perumahan dan 
pennukiman. 

Pasal 28 

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi 
dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui 
media elektronik dan/atau media cetak. 

(2) Penyampaian informasi melalui media elektronik dan/atau 
media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 
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BABIV 

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERU MAHAN KUMUH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 

Kriteria dan Tipologi 

Paragraf 1 

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 29 

( 1 )  Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan 
kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan 
permukiman. 

(2) Kriteria perumahan kumuh dan pennukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria 
kekumuhan ditinjau dari: 

a. bangunan gedung; 

b. jalan lingkungan; 

c. penyediaan air minum; 

d. drainase lingkungan; 

e. pengelolaan air limbah; 

f. pengelolaan persampahan; dan 

g. proteksi kebakaran. 

Pasal 30 

( 1 )  Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
mencakup: 

a. ketidakteraturan bangunan; 

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak 
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau 

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada 
perumahan dan permukiman: 

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam 
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paJing sedikit 
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan 
bangunan pada suatu zona; dan/atau 

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata 
kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok 
lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi 
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi 
lingkungan, dan wajah jalan. 

gedung 
huruf a 
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(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi 
bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 
dengan: 

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi 
ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi 
ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 
yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: 

a. persyaratan tata bangunan; dan 

b. persyaratan keandalan bangunan gedung. 

(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a terdiri atas: 

a. peruntukan \okasi dan intensitas bangunan gedung; 

b. arsitektur bangunan gedung; 

c. pengendalian dampak lingkungan; 

d. rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan 

e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di 
bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum. 

(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas: 

a. persyaratan keselamatan bangunan gedung; 

b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 

c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan 

d. persyaratan kemudahan bangunan gedung. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Bangunan Gedung. 

Pasal 31 

(1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, 
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan 
dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan 
bangunan untuk jangka waktu sementara. 

(2) Dalam hal bangunan tidak memilikt 1MB, penilaian 
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan o\eh 
Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari 
Tim Ahli. 
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Pasal 32 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

mencakup: 

jalan 

29 ayat 
lingkungan 

(2) huruf b 

tidak melayani 
atau permukiman; 

lingkungan 
perumahaan 

a. jaringan jalan 
seluruh lingkungan 

dan/atau 

b. kualitas pennukaanjalan lingkungan buruk. 

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh 

lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana 
jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu 
lingkungan perumahan atau permukiman. 

(3) Kualitas pennukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian 
atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan 
jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk. 

Pasal 33 

(l) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c 
mencakup: 

a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau 

b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak 
terpenuhi. 

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a merupakan kondisi dimana 
masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang 
memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak 
terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum 
masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman 
tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) 
liter/orang/hari. 

Pasal 34 

() Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d 
mencakup: 

a. drainase lingkungan tidak tersedia; 

b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan 
air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau 

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 
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(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran 
tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak 
terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga 
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan 
genangan. 

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air 
hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana 
jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 
limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi 
lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 
(dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun. 

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana 
kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian 
tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi 
kerusakan. 

Pasal 35 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e 
mencakup: 

a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi 
persyaratan teknis; dan/atau 

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada 
lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki 
sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang 
terhubung dengan tangki septik baik secara 
individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana 
pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman 
dimana 

a. kakus/k\oset tidak terhubung dengan tangki septik; atau 

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat 
atau terpusat. 

Pasal 36 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f 
mencakup: 

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis; dan/atau 
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b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis. 

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana 
persampahan pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memadai sebagai berikut: 

a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala 
domestik atau rumah tangga; 

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, 

reuse, recycle) pada skala lingkungan; 

c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan 

d. tempat pengo\ahan sampah terpadu (TPST) pada skala 
lingkungan. 

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan 
persampahan pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. pewadahan dan pemilahan domestik; 

b. pengumpulan sampah lingkungan; 

c. pengangkutan sampah lingk:ungan; dan 

d. pengolahan sarnpah lingkungan. 

Pasal 37 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
mencakup: 

a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau 

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia. 

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana 
tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang 
meliputi: 

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun 
buatan; 

b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluamya 
kendaraan pemadam kebakaran; 

c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya 
kebakaran; dan 

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan. 

(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l )  huruf b merupakan kondisi dimana 
tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: 

a. alat pemadam api ringan (APAR); 

b. kendaraan pemadam kebakaran; dan 

c. mobil tangga sesuai kebutuhan. 

proteksi kebakaran 
29 ayat (2) huruf g 



- 2 1 ­  

Paragraf 2 

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 38 

( 1 )  Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara 
geografis. 

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  terdiri atas: 

a. di atas air; 

b. di tepi air; 

c. di dataran rendah; 

d. di perbukitan; dan/atau 

e. di daerah rawan bencana. 

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
kondisi spesifik di dalam wilayah Kabupaten Buton 

(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan 
dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang. 

{SJ Dalam ha! rencana tata ruang tidak mengalokasikan 
keberadaan tipologi perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesua:i. 

Bagian Kedua 

Penetapan Lokasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 39 

( 1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
pennukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi. 

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dengan melibatkan peran masyarakat 

(3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi proses: 

a. identifikasi lokasi; dan 

b. penilaian lokasi. 

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan. 
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Paragraf 2 

Pendataan Lokasi 

Pasal 40 

(I) Identifikasi lokasi sebagaimana 
ayat (3) huruf a dilakukan 
pendataan identifikasi lokasi 
permukiman kumuh. 

(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi 
satuan perumahan dan permukiman. 

(3) ldentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi identifikasi terhadap: 

a. kondisi kekumuhan; 

b. legalitas lahan; dan 

c. pertimbangan lain. 

Pasal 41 

( 1 )  Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. 

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi 
yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. 

(4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyiapkan prosedur pendataan dan format isian 
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh. 

(5) Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Jsian 
identifikasi lokasi perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 42 

(I) ldentifikasi satuan perumahan dan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan 
upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas 
perumahan dan pennukiman formal atau swadaya dari 
setiap lokasi di Daerah. 

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman formal 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi. 

dimaksud dalam Pasal 39 
sesuai dengan prosedur 
perumahan kumuh dan 
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(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan dengan 
pendekatan administratif. 

(4) Pendekatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan pada tingkat rukun warga dan/atau 
kelurahan/desa. 

Pasal 43 

(1) ldentifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk 
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan 
permukiman dengan menemukan dan mengenali 
permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan 
prasarana pendukungnya. 

(2) ldentifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh. 

Pasal 44 

(lj Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk 
menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi 
perumahan kumuh dan pennukiman kumuh sebagai dasar 
yang menentukan bentuk penanganan. 

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  meliputi aspek: 

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan 

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. 

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status 
penguasaan lahan berupa: 

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak 
atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status 
tanah lainnya yang sah; atau 

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), 
dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak 
atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian 
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik 
tanah dengan pengguna tanah. 

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian 
terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang yang 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten 
(SKRK) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah 
yang membidangi tata ruang. 
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Pasal 45 

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi 
terhadap beberapa ha! lain yang bersifat nonfisik untuk 
menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh. 

(2) ldentifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi aspek: 

a. nilai strategis lokasi; 

b. kependudukan; dan 

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan 
atau permukiman pada: 

a. fungsi strategis Daerah; atau 

b. bukan fungsi strategis Daerah. 

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb 
merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi 
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus 
lima puluh) jiwa/ha; 

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 
(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) 
jiwa/ha; 

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua 
ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan 

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 
(empat ratus) jiwa/ha; 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang 
dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam 
mendukung pembangunan; 

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu 
yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan 

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan 
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat. 

Paragraph 3 

Penilaian Lokasi 

Pasal 46 

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi 
dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek: 

a. kondisi kekumuhan; 
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b. legalitas tanah; dan 

c. pertimbangan lain. 

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  huruf a 
mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut: 

a. ringan; 

b. sedang;dan 

c. berat. 

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b terdiri atas 

klasifikasi: 

a. status tanah legal; dan 

b. status tanah tidak legal. 

(4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. pertimbangan lain kategori rendah; 

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan 

c. pertimbangan lain kategori tinggi. 

(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 

Hasil Penilaian Lokasi 

Pasal 47 

( 1) Hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (5) disusun dalam bentuk dokumen. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan: 

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; dan 

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Lokasi yang telah dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 48 

(1) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup 
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status 
lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
ditetapkan. 
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(2) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. 

(3) Peta sebaran \okasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (2) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah 
berdasarkan tabel daftar lokasi. 

(4) Format tabel daftar lokasi dan peta sebaran lokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (3) tercantum 

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 5 

Peninjauan Ulang 

Pasal49 

(I) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (4) 
dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi. 

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan untuk menilai pengurangan jumlah lokasi 
dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, 
serta pengurangan tingkat kekumuhan. 

(4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena 
pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh. 

(5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung 
berdasarkan formulasi penilaian lokasi. 

(6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasa\ 50 

(1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (2) meliputi: 

a. identifikasi ulang lokasi; dan 

b. penilaian ulang lokasi. 

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati tentang 
penetapan lokasi. 

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menginventarisasi hasil Peningkatan 
Kualitas yang dilakukan oleh Setiap Orang terhadap nilai 
kriteria kekum uhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh. 
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Bagian Ketiga 

Perencanaan Penanganan 

Pasal 5l 

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan 
berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (4) dengan melibatkan masyarakat. 

Pasal 52 

(1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
51 dilakukan melalui tahap: 

a. persiapan; 

b. survei; 

c. penyusunan data dan fakta; 

d. analisis; 

e. penyusunan konsep Penanganan; dan 

f. penyusunan rencana Penanganan. 

(2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

harus melibatkan Pemerintah Pu sat dan Pemerintah Daerah 
Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 53 

(1) Penyusunan rencana Penanganan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat ( 1) huruf f paling sedikit memuat: 

a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; 

b. rumusan permasalahan Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh; 

c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; 

d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman 
kumuh; 

e. rencana Penmgkatan Kualitas terhadap Perumahan 
kumuh dan Permukiman kumuh; 

f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah; 

g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan 

h. rumusan peran pemangku kepentingan. 

(2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat prinsip desain 
universal, meliputi: 

a. kesetaraan penggunaan ruang; 

b. keselamatan dan keamanan bagi semua; 
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c. kemudahan akses tanpa hambatan; 

d. kemudahan akses informasi; 

e. kemandirian penggunaan ruang; 

f. efisiensi upaya pengguna; dan 

g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. 

(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat 
termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, 
dan ibu hamil. 

Pasal 54 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1) dan penyusunan 
rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Pola Penanganan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 55 

(1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Oaerah 
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang 
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. 

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan 
dan aspek legalitas lahan. 

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada 
direncanakan dengan mempertimbangkan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

{4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. pemugaran; 

b. peremajaan; dan 

c. pemukiman kembali. 

(5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi 
Perumahan dan Permukiman yang layak huni. 

ayat (1) 
tipologi 
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(6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat {4) hurufb dan huruf c dilakukan untuk 
mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Pennukiman 
yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan 
penghuni dan masyarakat sekitar. 

(7) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/ atau 
pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan 
antara lain: 

a. hak keperdataan masyarakat terdampak; 

b. kondisi ekologis lokasi; dan 

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 
terdampak. 

(8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. 

Pasal 56 

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) 
diatur dengan ketentuan: 

a. peremajaan jika status \ahan legas dengan klasifikasi 
kekumuhan berat dan sedang; 

b. peremajaan jika status lahan illegal dengan klasifikasi 
kekumuhan berat dan sedang; 

c. pemugaran jika status \ahan legal dengan klasifikasi 
kekumuhan ringan; dan 

d. pemukiman kembali jika status lahan illegal dengan 
klasifikasi kekumuhan ringan. 

Pasal 57 

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (3) diatur dengan ketentuan: 

a. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
atas air, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya 
rusak air serta kelestarian air; 

b. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, 
pasang surut air serta kelestarian air dan tanah; 

c. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis 
tanah serta kelestarian tanah; 

d. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung 
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan 
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e. jika tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 
kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya 
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. 

Pasal 58 

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (4), dilaksanakan penanganan non fisik yang 
terkait. 

Paragraf 2 

Pemugaran 

Pasal 59 

(I) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) 
huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, 
sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan 
fungsi sebagaimana semula. 

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 
melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 

b. konstruksi; dan 

c. pasca konstruksi. 

Pasal 60 

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan 
pemugaran; 

b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat 
terdampak; 

c. pendataan masyarakat terdampak; 

d. penyusunan rencana pemugaran; dan 

e. musyawarah untuk penyepakatan. 

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan 

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. 

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 
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Paragraf 3 

Peremajaan 

Pasal 61 

(I) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) 
huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan 
secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, 
dan/atau utilitas umum. 

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat 
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. 

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 

b. konstruksi; dan 

c. pasca konstruksi. 

Pasal 62 

( 1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan 
peremajaan; 

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak; 

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat 
terdampak; 

d. pendataan masyarakat terdampak; 

e. penyusunan rencana peremajaan; dan 

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi: 

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak 
berdasarkan hasil kesepakatan; 

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada 
lokasi lain; 

c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi 
permukiman eksisting; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi 
peremajaan; dan 

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak. 

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat {3) huruf c meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 



- 32­  

Paragraf 4 

Pemukiman Kembali 

Pasal 63 

(I) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan 
penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, 
Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang 
sesuai dengan rencana tata ruang. 

(2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan 
tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. 

(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 

b. konstruksi; dan 

c. pasca konstruksi. 

Pasal 64 

(I )  Pemukiman kembali 
sebagaimana dimaksud 
meliputi: 

a. kajian pemanfaatan 
legalitas tanah; 

tahap 
Pasal 63 

pra 
ayat 

konstruksi 
(3) huruf a 

kajian dan/atau ruang 

pada 
dalam 

b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan 
dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana; 

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat 
terdampak; 

d. pendataan masyarakat terdampak; 

e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana 
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana 
pelaksanaan pemukiman kembali; dan 

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huru f b meliputi: 

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak 
berdasarkan hasil kesepakatan; 

b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru; 

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan 
perumahan dan permukiman baru; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi 
pemukiman kembali; 

e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan 

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting. 
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(3) Pemukiman kembali pada 
sebagaimana dimaksud dalam 
meliputi: 

a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

tahap pasca 
Pasal 63 ayat 

konstruksi 
(3) huruf c 

Paragraf 5 

Dukungan Kegiatan Nonfisik 

Pasal 65 

Penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi 
bagi instansi yang berwenang untuk Peningkatan Kualitas 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

Pasal 66 

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 sampai dengan Pasa\ 64 dan bentuk rekomendasi 
penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keempat 

Pengelolaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 67 

{1) Untuk mempertahankan dan menjaga Kua\itas Perumahan 
dan Permukiman secara berkelanjutan pasca penanganan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilakukan 
pengelolaan. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh masyarakat secara swadaya. 

(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok 
swadaya masyarakat. 

(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan 
melalui pemeliharaan dan perbaikan. 

(5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 
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Paragraf 2 

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 

Pasal 68 

( 1) Dalam rangka pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dibentuk 
Kelompok Swadaya Masyarakat. 

(2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada tingkat komunitas 
sampai pada tingkat kabupaten sebagai fasilitator 
pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni. 

(3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah 
Daerah. 

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dalam bentuk: 

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan 
kriteria; 

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, 
dan konsultasi; dan/atau 

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan. 

(5) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibiayai dari swadaya masyarakat dan/atau dapat 
diperoleh melalui kontribusi dari Setiap Orang. 

(6) Dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat 
yang sejenis, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1)  tidak perlu dilakukan 
lagi. 

Paragraf 2 

Peme\iharaan dan Perbaikan 

Pasal 69 

(1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (4) merupakan upaya menjaga kondisi 
Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan 
berkelanjutan. 

(2) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan perbaikan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara 
berkala. 

(4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui rehabilitasi atau pemugaran. 

(5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) dengan melibatkan peran serta: 

a. masyarakat; 
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b. lembaga swadaya masyarakat; 

c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau 

d. badan hukum 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan dan 
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di\akukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

PENYEDIAAN TANAH 

Pasal 70 

( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh. 

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan melalui: 

a. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum; 

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; dan/atau 

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik 
tanah; 

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN 

Pasal 71 

(l) Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
baru serta Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh dapat dibiayai dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 

b. anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan/atau 
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk menjamin kemudahan pembiayaan yamg bersumber 
dari anggaran pendapatran dan belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Oaerah 
mengembangkan sistem pembiayaan Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh di Daerah. 
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(3) Ketentuan \ebih lanjut mengenai sistem pembiayaan 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL 

Bagian Kesatu 

Kerja Sama 

Pasa1 72 

( I )  Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: 

a. pihak swasta; 

b. organisasi kemasyarakatan; atau 

c. lembaga nonpemerintah lainnya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Peran Masyarakat 

Pasal 73 

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan 
pengendalian. 

(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada 
tahap: 

a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh; 

b perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh; 

c. penanganan Peru mah an Kumuh dan Permukiman 
Kumuh; dan 

d. pengelolaan Perumahan Kurnuh dan Permukiman 
Kumuh. 
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Pasal 74 

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk: 

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari 
bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap 
perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah 
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan 
dari perencanaan bangunan gedung, Perumahan dan 
Permukiman di lingkungannya; 

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari 
bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap 
pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah 
dalam pengawasan dam pengendalian kesesuaian standar 
teknis bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum di lingkungannya; dan/atau 

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi 
bangunan gedung, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
pada tahap pemanfaatan di lingkungannya. 

Pasal 75 

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (2) huruf a dapat meliputi: 

a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei 
lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang 
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar 
pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi 
terkait yang telah diberikan saat proses pendataan. 

Pasal 76 

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dapat meliputi: 

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan perencanaan 
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi 
yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi 
terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau 
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d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil 
penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa 
dokumen a tau data dan informasi terkait yang te\ah diajukan 
dalam proses penyusunan rencana. 

Pasal 77 

(1) Peran masyarakat pada tahap penanganan terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan 
dalam proses Pemugaran, Peremajaan dan/atau pemukiman 
kembali. 

(2) Dalam proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau 
Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masyarakat dapat: 

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga 
pada masyarakat yang terdampak; 

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi 
penyepakatan rencana Pemugaran, Peremajaan, 
dan/atau Pemukiman Kembali; 

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran, 
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali baik berupa 
dana, tenaga maupun material; 

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan 
tanah yang berkaitan dengan proses Pemugaran, 
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali terhadap 
rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan 
Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; 

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau 
menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran, 
Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali; dan/atau 

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f kepada instansi berwenang agar proses 
Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali 
dapat berjalan lancar. 

Pasal 78 

Peran serta masyarakat pada tahap pengelolaan Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kum uh sebagaimana dimaksud dalam 
dalam Pasal 73 huruf d, dapat meliputi: 

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah 
Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah 
tertangani; 

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam 
kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan 
dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material; 
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c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan 
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas 
perumahan dan permukiman; 

d. mencegah perbuatan yang dapat 
menghalangi proses pelaksanaan 
perbaikan; dan/atau 

atau 

dan 

perbaikan 
umum di 

menghambat 
pemeliharaan 

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan 
perbaikan dapat berjalan lancar. 

Bagian Ketiga 

Kearifan Lokal 

Pasal 79 

( 1 )  Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pennukiman 
kumuh di Daerah perlu dilakukan dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada 
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan 
lokal dalam peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh di Daerah diatur dalam Peraturan 
Daerah tersendiri. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 80 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

a. semua keputusan dan/atau dokumen mengenai 
perencanaan dan/atau penetapan lokasi Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan atau 
dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini sepanjang tidak 
bertentangan dinyatakan tetap berlaku. 

b. semua keputusan dan/atau dokumen mengenai 
perencanaan dan/atau penetapan \okasi Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan atau 
dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 81 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal a23 f6rart 2021 

L y 

t. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 81 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memetintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal 23 Februari 2021 

BUPATI BUTON, 

Cap/ttd 

LA BAKRY 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal 23 pbrori 2021 

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN BUTON, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR ./6$ 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI 

TENGGARA NOMOR: 1/25/2021 
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PENJELAS AN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR L TAHUN 2021 

TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

I. UMUM 

Kabupaten Buton sebagai suatu wilayah administratif dihuni oleh 
masyarakat yang majemuk. Masyarakat majemuk yang menghuni Kabupaten 
Buton tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. 
Kawasan perumahan dan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Buton 
memerlukan penanganan tersendiri yang menghonnati hak-hak asasi 
penghuninya sebagai penunjang kehidupan Kabupaten Buton dari 
aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, 
berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan 
kebutuhan masyarakatnya. 

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan Peraturan Daerah 
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan 
peningkatankualitas perumahan dan pennukiman kumuh menjadi salah satu 
aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan 
perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buton yang mulai 
berkembang membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat 
dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan 
kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 (tiga) macam 
penanganan : pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali. 

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan pennukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil 
guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan peran serta 
masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan 
yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Buton. Atas dasar hal-hal tersebut 
dan demi kapastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup Jelas. 

Pasa1 2 

Cukup Jelas. 
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Pasal 3 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

Pasal 5 

Cukup Jelas. 

Pasal 6 

Cukup Jelas. 

Pasal 7 

Cukup Jelas. 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 

Pasal 9 

Cukup Jelas. 

Pasal 10 

Cukup Jelas. 

Pasal 1 1  

C u k u p  Jelas. 

Pasal 12 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 

Cukup Jelas. 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 

Cukup Jelas. 

Pasal 1 7  

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan 
masyarakat di mulai sejak proses perencanaan. 

Yang dimaksud dengan "melibatkan peran masyarakat" adalah 
masyarakat yang terkena dampak pencegahan dan peningkatan 
kualitas permukiman kumuh. Hal ini dimaksudkan agar 
pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 
kumuh dapat dilaksanakan. 
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Ayat (SJ 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup Jelas. 

Pasal 19 

Cukup Jelas. 

Pasal 20 

Cukup Jelas. 

Pasal 21 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 

Cukup Jelas. 

Pasal 23 

Cukup Jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup Jelas. 

Pasal 26 

Cukup Jelas. 

Pasal 27 

Cukup Jelas. 

Pasal 28 

Cukup Jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Ayat(I) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan bangunan tidak memiliki 1MB adalah 
bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun 
belum mempunyai izin mendirikan bangunan. 

Pasal 32 

Cukup Jelas. 

Pasal 33 

Cukup Jelas. 

Pasal 34 

Cukup elas. 
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Cukup Jelas. 

Pasal 36 

Cukup Jelas. 

Pasal 37 

Cukup Jelas. 

Pasal38 

Cukup Jelas. 

Pasal 39 

Cukup Jelas. 

Pasal 40 

Cukup Jelas. 

Pasal 41 

Cukup Jelas. 

Pasal 42 

Cukup Jelas. 

Pasal 43 

Cukup Jelas. 

Pasal 44 

Cukup Jelas. 

Pasal45 

Cukup Jelas. 

Pasal 46 

Cukup Jelas. 

Pasal 47 

Cukup Jelas. 

Pasal 48 

Cukup Jelas. 

Pasal 49 

Cukup Jelas. 

Pasal 50 

Cukup Jelas. 

Pasal 51 

Cukup Jelas. 

Pasal 52 

Cukup Jelas. 

Pasal 53 

Cukup Jelas. 

Pasal 54 

Cukup Jelas. 

Pasal 55 

Cukup Jelas. 

44­ 
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Pasal 56 

Cukup Jelas. 

Pasal 57 

Cukup Jelas. 

Pasal 58 

Cukup Jelas. 

Pasal 59 

Cukup Jelas. 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan dan perbaikan" 
adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan 
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui 
perawatan rutin dan pemeriksa.an secara berkala agar dapat 
berfungsi secara memadai. 

Pasal 61 

Cukup Jelas. 

Pasal62 

Ayat(l) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan dan perbaikan" 
adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan 
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui 
perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat 
berfungsi secara memadai. 

Pasal 63 

Cukup Jelas. 

Pasal 64 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan dan perbaikan 
adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan 
utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui 
perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat 
berfungsi secara memadai. 

Pasal 65 

Cukup Jelas. 

Pasal 66 

Cukup Jelas. 

Pasal 67 

Cukup Jelas. 

Pasal 68 

Cukup Jelas. 

Pasal69 

Ayat ( 1 )  

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan Perawatan" adalah proses 
menjaga/mempertahankan fungsi rumah serta prasarana, sarana, 
dan utilitas umum termasuk memperbaiki jika terjadi kerusakan, 
yang dilakukan secara rutin. 

Yang dimaksud "pemeriksaan secara berkala" adalah proses 
memeriksa kondisi fisik rumah serta prasarana, sarana dan utilitas 
umum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur 
konstruksi, untuk mengetahui masih dapat berfungsmya rumah 
serta prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi adalah pembangunan kembali 
lingkungan hunian melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru 
rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk 
memulihkan fungsi human secara wajar sampai tingkat yang 
memadai. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah Badan Hukum 
yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang 
kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan pennukiman. 

Ayat (6) 

Cukupjelas. 

Pasal 70 

Ayat (1)  

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah dan 
Undang-Undang Pokok Agraria. 

Pasal 71 

Cukup Jelas. 

Pasal 72 

Cukup Jelas. 

Pasal 73 

Cukup Jelas. 

Pasal 74 

Cukup Jelas. 

Pasal 75 

Cukup Jelas. 

Pasal 76 

Cukup Jelas. 

Pasal 77 

Cukup Je\as. 

Pasal 78 

Cukup Jelas. 

Pasal 79 

Cukup Jelas. 

Pasal 80 

Cukup Jelas. 

Pasal 81 

Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR...'17 
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR f TAHUN 2021 

TANGGAL : 23 FE6RuAR] 2021 

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
TERHADAP PERU MAHAN KUMUH DAN 

PERMUKJMAN KUMUH 

FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT PROSEDUR PENETAPAN 

LOKASI PERU MAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

I.I. FORMAT ISIAN 

A. DATA SURVEYOR 

Nama Surveyor 

Jabatan 

Alamat 

No. Telp 

Hari/Tanggal Survey 

B. DATA RESPONDEN 

Nama Responden 

Jabatan 

Alamat 

No. Telp. 

Hari/Tanggal Pengisian 

C. DATA UMUM LOKASI 

Nama Lokasi 

Luas Area 

Koordinat 

Demografis : 

Jumlah Jiwa 

Jumlah Laki - Laki 

Jumlah Perempuan 

Jumlah Keluarga 

Administratif: 

RW 

Kelurahan 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

Permasalahan 

Potensi 

Tipologi 
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Peta Lokasi 

D. KONDISI BANGUNAN 

1. Ketidakteraturan Bangunan 
,- 

Kesesuaian 

bentuk, besaran, 
perletakan dan 
tampilan 

bangunan dengan 
arahan RDTR 

Kesesuaian tata 
bangunan dan tata 
kualitas 
lingkungan arahan 
RTBL 

76%­ 100% bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

5 1 % ­  75% bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

,- 

25%­ 50% bangunan pada iokasi tidak 

memiliki keteraturan 
- 

,-- 

76% 100% bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

,- 

5 1 % ­  75% bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

,- 

25%­ 50% bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

- 

Mohan dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan 
bangunan pada lokasi. 

· · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . • •  • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·  .  

Mahon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan 
penataan bangunan 

. . .  

2. Tingkat Kepadatan Bangunan 

Nilai KDB rata - rata 

bangunan 

Nilai KLB rata - rata 

Bangunan 

Kesesuaian tingkat 
kepadatan bangunan 
(KDB, KLB dan 
kepadatan 
bangunan) dengan 
arahan RDTR dan 
RTBL 

. . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  .  

. . .. . .  · · · · · · · · · · · · · ·-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

76%-100% kepadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketentuan 

51%-75% kepadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketentuan 

25%-50% kepadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketentuan 

- 

Mohan dapat dilampirkan l foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan 
bangunan pada lokasi. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · ·  .  
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3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan 
� 

Persyaratan Pengendalian danpak lingkungan 
bangunan gedung � 

yang telah diatur Pembangunan bangunan gedung di atas 
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau 
prasarana/sarana umum 

� 

Keselamatan bangunan gedung 
� 

Kesehatan bangunan gedung 
� 

Kenyamanan bangunan gedung 
� 

Kemudahan bangunan gedung 
� 

� 

Kondisi bangunan 76%-100% bangunan pada lokasi tidak 
gedung pada memenuhi persyaratan teknis 
perumahan dan � 

permukiman 51%-75% bangunan pada lokasi tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

� 

25%-50% bangunan pada lokasi tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

� 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto memperlihatkan ketidaksesuaian dengan 
persyaratan teknis bangunan pada lokasi. 

Mohon dapat dilampirkan dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis 
bangunan 

E.KONDISI JALAN LINGKUNGAN 

1. Cakupan Jaringan Pelayanan 

Lingkungan 76% - 100% area tidak terlayani oleh 
perumahan dan jaringan jalan lingkungan 
permukiman yang 

51% 75% tidak terlayani oleh dilayani oleh - area 

jaringan jalan jaringan jalan lingkungan 

lingkungan 25% - 50% area tidak terlayani oleh 
jaringan jalan lingkungan 

Mahon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperhhatkan jaringan 
jalan lingkungan pada lokasi 

2. Kualitas Permukaan Jalan 

Jenis 
jalan 

� 

permukaan Jalan perkerasan lentur 

Jalan perkerasan kaku 

Jalan perkerasan kombinasi 

Jalan tanpa perkerasan 



Kualitas permukaan 
jalan 
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76% - 100% area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 

h 

51% - 75% area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 

rt 

25% - 50% area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan 
jalan lingkungan yang buruk (rusak). 

F, KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM 

1. Ketidaktersedian Akses Aman Air Min um 

Akses aman terhadap 
air minum (memiliki 
kualitas tidak 
berwarna, tidak 
berbau, tidak berasa) 

76% 100% populasi tidak dapat 
mengakses air minum yang aman 

51% - 75% populasi tidak dapat 
mengakses air min um yang aman 

25% - 50% populasi tidak dapat 
mengakses air mm um yang arnan 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air min um 
yang dapat diakses masyarakat. 

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Min um 

Kapasitas pemenuhan 
kebutuhan (60 L/ Hari) 

- 

76% - 100% populasi tidak terpenuhi 
kebutuhan air min um minimalnya 

51% - 75% populasi tidak terpenuhi 
kebutuhan air min um minimalnya 

25% - 50% populasi tidak terpenuhi 
kebutuhan air minum minimalnya 

Mohon dapat dilampirkan l foto yang kurang terpenuhinya kebutuhan air 
minum pada lokasi. 

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN 

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air 

Genangan yang 
terjadi 

Lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam 
dan terjadi 2 x setahun) 

Kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam 
dan terjadi 2 x setahun) 



Genangan yang terjadi 
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76%- 100% area terjadi genangan>30 cm 
>2jam dan 2x setahun 

51%-75% area terjadi genangan>30 cm 
>2 jam dan >2x setahun 

25%- 50% area terjadi genangan>30 em 
>2 jam dan >2x setahun 

� 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier 
dan/atau saluran lokal pada lokasi 

2. Ketersediaan Drainase 

Saluran tersier 
dan/atau saluran loka1 
pada lokasi 

76%- 100% area tidak tersedia drainase 
lingkungan 

51%- 75% area tidak tersedia drainase 
lingkungan 

25%- 50% area tidak tersedia drainase 
lingkungan 

� 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier 
dan/atau saluran lokal pada lokasi 

3. Tidak Terpeliharanya Drainase 

Jenis pemeliharaan B Pemeliharaan rutin 
saluran drainase yang 
dilakukan Pemeliharaan berkala 

Pemeliharaan drainase 
dilakukan pada 

76%- 100% area memiliki drainase yang 
kotor dan berbau 

5 1%-75% area memiliki drainase yang 
kotor dan berbau 

25%- 50% area memiliki drainase yang 
kotor dan berbau 

� 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier 
dan/atau saluran lokal pada lokasi 

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan 

Komponen sistem 
drainase yang ada pada 
\okasi 

- 

Saluran primer 

Saluran sekunder 

Saluran tersier 

Saluran lokal 



Ketidakterhubungan 
saluran lokal dengan 
sa\uran pada hirarki di 
atasnya 

' 
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76%- 100% drainase lingkungan tidak 
terhubung dengan hirarki di atasnya 

5 1 % -  75% drainase lingkungan tidak 
terhubung dengan hirarki di atasnya 

25% - 50% drainase lingkungan tidak 
terhubung dengan hirarki di atasnya 

- 

Mohon dapat dilampirkan I foto yang memperhihatkan ketidakterhubungan 
saluran lokal dengan saluran hirarki diatasnya pada lokasi 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · ·  

5. Kualitas Konstruksi Drainase 

r- 

Jenis konstruksi 
drainase 

Kualitas konstruksi 

- 

Saluran tanah 

Saluran pasangan batu 

Saluran beton 

76%- 100% area memiliki kualitas 
konstruksi drainase lingkungan buruk 

51%- 75% area memiliki kualitas 
konstruksi drainase lingkungan buruk 

25%- 50% area memiliki kualitas 
konstruksi drainase lingkungan buruk 

- 
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi 
drainase yang buruk pada lokasi. 

. .  

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

1 .  Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis 

Sistem pengolahan air 
Jim bah tidak memadai 
(kakus/kloset yang 
tidak terhu bung dengan 
tangki septik/IPAL) 

- 

76%- 100% area memiliki sistem 
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai 
standar teknis 

51%-75% area memiliki sistem 
pengelotaan air limbah yang tidak sesuai 
standar teknis 

25%- 50% area memiliki sistem 
pengelolaan air Jim bah yang tidak sesuai 
standar teknis 

- 

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan/menjelaskan sistem 
pengelolaan air limbah pada lokasi 

. .  

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis 

Prasaran dan sarana 
pengolahan air lim bah 
yang ada pada lokasi 

' - 
Kloset leher angsa yang terhubung 
dengan tangki septik 

Tidak tersedianya sistem pengolahan air 
limbah setempat atau terpusat 



Ketidaksesuaian 
prasarana dan sarana 
pengolahan air limbah 
dengan persyaratan 
teknis 
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76%- 100% area memiliki prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

51% - 75% area memiliki prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

25% - 50% area memiliki prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

� 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan 
sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan 
teknis 

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

I .  Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis 

Prasaran dan sarana 
persampahan yang 
ada pada lokasi 

Ketidaksesuaian 
prasarana dan sarana 
persampahan dengan 
persyaratan teknis 

Tempat sampah 

Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau 
TPS 3R 

Sarana pengangkut sampah 

Tempat pengolahan sampah terpada 
(TPST) pada skala lingkungan 

76%- 100% area memiliki prasarana dan 
sarana persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis 

51%-75% area memiliki prasarana dan 
sarana persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis 

25%- 50% area memiliki prasarana dan 
sarana persampahan tidak memenuhi 
persyaratan teknis 

- 

Mohon dapat dilampirkan l foto yang memperlihatkan masing- masing 
prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis. 

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis 

Sistem persampahan 
(pemilahan, 
pengumpulan, 
pengangkutan, 
pengolahan) 

76%- 100% area memiliki sistem 
pengelolaan persampahan yang tidak 
sesuai standar teknis 

5 1 % -  75% area memiliki sistem 
pengelolaan persampahan yang tidak 
sesuai standar teknis 
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25% - 50% area memiliki sistem 
pengelolaan persampahan yang tidak 
sesuai standar teknis 

- 

Mohon dapat dilampirkan l foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana 
persampahan pada lokasi. 

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN 

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif 

Prasarana proteksi 
kebakaran lingkungan ' 
yang ada 

Pasokan air untuk pemadam kebakaran 

Jalan lingkungan yang memadai untuk 
sirkulasi kendaraan pemadam 
kebakaran 

Sarana komunikasi 

Data ten tang sistem proteksi kebakaran 

Ketersediaan 
prasarana proteksi 
kebakaran 

- 

- 

76%- 100% area tidak memiliki 
prasarana proteksi kebakaran 

51%-75% area tidak memiliki prasarana 
proteksi kebakaran 

25%- 50% area tidak memiliki prasarana 
proteksi kebakaran 

- 

Mohon dapat dilampirkan I foto yang memperlihatkan masing-masing 
sistem proteksi kebakaran pada lokasi. 

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 

Sarana Proteksi 
kebakaran lingkungan 
yang ada 

Ketersediaan sarana 
proteksi kebakaran 

' - 

Alat pemadam api ringan (APAR) 

Kendaraan pemadam kebakaran 

Mobil tangga 
- 

76% - 100% area tidak memiliki sarana 
proteksi kebakaran 

51%-75% area tidak memiliki sarana 
proteksi kebakaran 

� 

25%- 50% area tidak memiliki sarana 
proteksi kebakaran 

- 

Mahon dapat dilampirkan l foto yang sumber pasokan air untuk 
pemadam di lokasi. 
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1.2. PROSES PENETAPAN LOKASI 
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LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

' TAHUN 2021 

2 tcaew21 2021 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
TERHADAP PERU MAHAN KUM UH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI 
LOKASI PERU MAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

I L . L .  FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER 

SUABER 
ASE KRITERLA INDIKATO PARAME TERR NIL Al DATA 

A IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN 
4 

Tidal merenuhi ketentuan 76%. 100% bangunan 
a Ketidakteraturan tata bangunan dalam RDTR pada lokasi tidak 5 

Bangunan meliputi pengaturan bentuk, neriled keteratur an 
besaran, perletakan, dan 
tampilan bangunan pada suatu 51%.75% bangunan 

on.a, dan at pada lokasi tidak 3 

hid%k mermenuhi ketentuan fern.id keteratur a 
Dolumen 

tata bangunan dan tata RDTR 
ualtars lingkungan dalam 51%-75% bangunan RTBL. 
RBL meliputi pengaturan pada lokasi tidal 

' 
Format 

blok lingkungan, kapling merill keteratur an lsian, 
bangunan, ketinggian dan observasi 
elevasi lantai, konsep identitas 
lingkungan, konsep orientasi 

dan w 
, .. 

KDB melebihi ketentuan 76%- 100% bangunan Dokumen 
RDTR. dean atau RTBL meriliki kepadatan 5 RDTR& 
KL relebihi ketentuan dalam _dak sesuai etentuan RTBL. 

Tingkat RDTR, dan atau RTBL dan 51%.75% bangunan Dokumnen 
Kepadatan atau mermilikd kepadatan 3 MB 

Kondisi 
bangunan Kepadatan bangunan yang bdak sesuat ketentuan Form.at 

Bangunan 
tinggi pada lokasi, yaitu 25%-50% bangunan sian, Peta 

Untuk kota metropolitan dan memiliki kepadatan f okasi 
kota besa 2 250 unit/ha bdak sesuai ketentuan 

Untuk kota sedang dan kota 

kecit 2200 unit/ha 
Kondisi bangunan pada lokasi 76% 100% bangunan 
tidal memeruhi persyarata pada lokasi tidal 5 
engendalia dampa memenuti persyaran 
lingkungan tekhis Mawaat 

Jc.Ketidaksesuaian embangunan bangunan 51%-75% bangunan a 

dengan diats dan/atau di bawah pada lokasi tidal 3 Format 
persyaratan tanah .. dan/at.au mnemenut persyarat.a0 lsian, 
teiris Bangunan pas.a0 a0a/ .af a01.a u00f teknis dokumnen 

Keselamatan bangunan 25%-50% bangunan 1u 

Kesehatan bangunan pada lokasi tidal f observas 
Kenyan@nan bangunan mnemenu persyaratan 
Kemudahan bangunan teknis 

76%.100% area tide 

terla yani oleh jaringan 5 Marwan.cat 

Sebagian lokasi perurmnaha jalan ling#ungan a, Format 
Cakupan atau perrukiman tidal lsian, Peta 
pelayanan jalan terlayani dengan jala 51% 75% area tidal lokasi, 

2Kondisi Jalan lingtungan ingkungan yang sesuat 
terla yami oleh janingan 3 observasi 

Lingkungan dengan ketentuan teknis 
jala lingkungan 

25%-50% area tidal 
terlayari oleh jaingan f 

jalan ling#ungan 
76%-100% area 
merilid kualirtas jalan 5 

yang burul Wwa0Car 

51%-75% area 
a, Format 

kualit.as Sebagian atau seluruh jalan 
memilili kualitas jalan 3 

sion, Peta 
permukaan jalan hingkungan terjadi kerusak.an 

vane burtl 
loksi, 

ling ungan permukaan jalan pad.a lokasi 
25%-50% area 

observasi 

perumaan at.au per0ulna 
meminil kualt.as jalan f 

vang buruk 
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76%-100% populasi 
tidak dapat mengakses 5 
au rmwnun yang aman Wawancar 

51%-75% % populasi 
a, Format 

Ketersediaan Mas yarakat pada lokas lsian, 
akses aman air perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses 3 observasi 
mourn tidak dapat mengakses air air minum yang aman 

minum yang merilik kualit.as 25%.50% populasi 
tidak berwarna, tidak berbau tidak dapat mengakses 
dan tidak beras.a 

a munumn yang aman 

76%100% populasi 
tidak terpenuhi 5 
kebutuhan air minum Wawancat 

Kandisi minimalnwa a, Format 

pawediaan Air 51%.75%% populasi sian 
Tidak Kebututhan air minum observasi Minum 
terpenuhinya mas yarakat pada lokasi tidak terpenuhi 3 

kebutuhan air perumahan dan permukiman ebutuhan air inun 

/mourn tidak mnencapai minimal minimalnwa 

sebanyak 60 liter/orang/hart 25%-50% populasi 
tidak terpenuhi 
kebutuhan air minun 
mintna in 

76%.100% area terjadi 
genangan > 30 cm2 5 

Ketidakmampuan Janingan drainase lingkunga jam 2ysetatun Wawancat 
mengalirk.an tidak mampu mengalirk.an 

51% 75%% area a. Format 
limpasan air limpasan air sehingga lsian, Peta 

memimbulk.an genangan terjadi genangan > 30 3 lokasi, 
dengan tinggi lebih dani 30 cm cm2 jam 2 x setahun 

observasi 
selama lebih dani 2 jam dan 25%.50% area terjadi 
terjadi lebih dani 2 kali setahun genangan > 30 cm>2 

am 2x setahun 
76%-100% area tidak 

Tidak tersediany.a saluran tersedia drainase 
drainase lingkungan pada lingkungan Wawancar 

Ketidakterse dian ingkungan perumahan atau 
51% 75% area tidak a, Format 

drainage permukiman, yaitu saluran 
tersecia drainase 

lgian.eta 
tersier atau saluran lokal RIS, 

i u m a  observasi 
25%-50% area tidak 
tersedia drainase 
lingkungan 

76%-100% drainase 
lingkungan tidak 5 
terhubung dengan 

Ketidakterhubu Saluran drainase lingkungan 
hirarki diatasnya 

Wawanc.at 
ngan dengan tidak tehubung dengan saluran 51%-75%% drainase a, Format 
sister pada hirarki di atasnya lingkungan tidak 3 lsian. Peta 

2 Kondisi drainage sehingga menyebabkan air terhubung dengan RIS 
Drainase perkotaan tdak dapat mengalir dan hirarki diatasnya observasi 
Lingkungan menimbulk.an genangan 25%-50% drainase 

ingkungan tidal 
terhubung dengan 
hirarki diatasnya 

76%-100% area 
Tidak Tidak dilaksanakannya memiliki drainase 5 Wawancar 
terpeliharanya pemeliharaan saluran drainase lingkungan yang kotor a,Format 
drainase ingkungan pada lokasi 

dan berbau lsian, Peta 
perurnathan ataru peukirnan 

51%.75%%area RIS, 
baik observasl 

O Pemeiharaan rutin meriliki drainase 3 

dan atau lingkungan yang kotor 

0 Pemeliharaan berkala dan berbau 

25%.50% area 

mnemiliki drainase 

lingkungan yang kotor 
dan berbau 

76%-100% area 
Kualirtas Kualrtas konstruksi drainase memiliki kualitas 5 
konstruksi yang buruk, karena berupa drainase ingkungan 
drainage galia tanah tanpa material buruk 

pelapis atau penutup maupun 
51%-75%% atea awancar 

karena telah terjadi kerusakan 
meritiki kualitas a,Format 

lsian, Peta 
drainase lingkungan RIS, 
buruk 
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25%-50% area 

mer.did kalitas 
drainase lingkungan 
buruk 

observasi 

7 6 % 1 00%  area 
Sistem Pengelolaan limbah pada lokasi mermihiki sister air 5 
pengelolaan air perura han au per1ulna lmbah yang tidak sesui 
limbah tidal bdak mer.di sistem yang sta0dar teknis 
sesuai standa mnemadai, yatu kaku/kloset 

51%-75%% area 
teknis yang tidal terhubung dengan 

meriliki sister air 3 
Wawancat 

tang septik bail secaa 
limn.bah yang tidal sesuai 

a Format 
individual/one sbk,kouna sin Pet 
maupun ter pus.at standar teknis RIS, 

3 Kondis.i 25%-50% area memiki observasi 
Pengelolaan sistem air lirnbah yang 
Air Limbah bdak sesusi standar 

teknis 
76%-100% area 
meridilisarpfas a.if 5 
lmnbah tidak sesuat 

Prasarana dan Kondisi sarana dan prasarana Persyaratan teknis 
saran.a pengelolaan air limbah pada 

51%.75%area meriliki 
Wawanc.at 

pengelolaan air lo.las perurnaha a.a sarpras air limn.bah tidal 3 
a Format 

lmbah tidal perrulirnan dimnaa sia, Peta 
sesuai dengan o Kloset leher angsa tidal ssua per$yratan RIS. 
persyaratan terhubung dengan tangk teknis observasi 
tekenis septik 25% 50% area memiikd 

e Tak tersediany sistem sarptars air lrnbah tidal 
pengolahan air limbat sesuai persyaratan 
setempat atau terpusat teknis 

76%.100% area 
asarana dan resatana dan sarana merilikd sarpras 5 
saran.a persampahan pada lokasi pengelolaan 
persampathan perumnahan dan permulra persampahan yang 
tdak sesuai tidal sesuai dengan tidak memenuhi Wawan.at 
dengan per@yratan tekni yaitu, 

stratan teknis 
a, Format 

persyar atan o Tempat sampah dengan 
51%.75%area meridik 

lsian, Peta 
teknis perilahan samnpah pada RIS, 

skala domestik atau rumah sarpras pengelolaan 3 observasi 
tangga, persampahan yang tidal 

• Kondisi e Tempat pengumpulan memenuti persyaratan 
Pengelolaan samnpah (TPS) atau TPS 3FR teknis 
Persampahan (reduce, reuse. recycle) pada 25%-50% area meridiki 

skala ingkungan, sarpras pengelolaan 
o Gerobak sampah dan/atau persampahan yang tidal 

truk sampah pada skala memenuhi persyaatan 
lingkungan, dan 

tekis 
Tempat pengumpulan 
samnpah pada skala 
perrulirnan atau bank 

Sistem pengelolaan persampahan 76%-100% area 
pngelolaan pada lingkungan perumahan memidikd sistem 5 Wawan€at 
persatnpaha at.au per mu nan Oda.l persampahan tidal a Format 
yang tidal sesoar memenuhisyrat sebagai sesuai $ta0da lsian, Peta 
stander teknis berikut, 51%.75% area merilikl RIS, 

Perwadahan dan perrilhan 
sistem persampahan 3 

observasi 
domestil 

o Pengumpulan ling ungan tdak sesuai standat 

o Pengangkutan tingkungan 25%.50% area merilid 
Pengolahan lingkungan 

sistem persamnpahan 
bdak sesuai standaf 

76%-100% area 
eriliked sapras 5 

Tidal Tidak dilakukannya persampahan yang 
terpelihara0ya pemelihara8an $a0a0%a an tidak terpelihara Warwancat 
saran prasarana prasarana pengelolaan a, Format 
pengelolaan persamnpaban pada lokasi 51%.75%area lsian, Peta 
persampahan prumahan atau permuliman, 

mnemi $a0pa$ 3 
RIS, 

bail 0bservasf 
Pemeliharaan rutin, dan/atau persampahan yang 

Perneliharaan berkal.a tidak terpelihara 

25%-50% area 
memild sarpras 
persampahan yang 
tidak terpelihara 
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SUMBER 
ASPEK KRITERRIA NDIKATOR PARAMETER NILA DATA 

76% 100% area tidak 

Tidak tersedianya prasarana mnemiliki prasaran.a 5 
proteksi kebakaran pada lokasi, proteksi kebakaran 

a.Ketersediaan yatu Wawanc.at 
prasarana oPasokan air 

51%.75% area tidak a, Format 
proteksi o Jalan lingkungan 

memiliki prasarana 3 
lsian, Peta 

5. 
kebakaran 0 Sarana komunikasi 

proteksi kebakaran RIS Kondisi 
o Data sister proteksi observasi Proteksi kebakaran lingkungan, dan 25%-50% area tidak 

Kebakaran 0 Bangunan pos kebakaran mermilii prasaran.a 

' proteksi kebakaran 

76%.100% area tidak 
Ketidakterse diaa Tidak tersedianya sarana memiliki sarana proteksi 5 Wawa0ca 
nsarana proteksi proteksi kebakaran pada lokasi, kebakaran a,Format 
kebakaran yatu lsian, Peta 

Alat pemadan api ingan 51%-75% area tidak RIS, 
(APA memiliki sarana proteksi 3 observasi 

o Mobl pompa, kebakaran 
o Mobil tan9ga sesuai 25%-50% area tidak 

kebutuhan; dan meriliki sarana proteksi f 
o Peralatan pendukung lainnya 

kebakaran 

8 IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN 

Pertimbangan letak lokasi Lokasi teretak pada 5 Wawancar 
la.Nilai strategis perumahan atau permukiran fungsi strategis a, format 

lokasi pada, kabupaten San, 
Fungsi strategis kabupaten; Lokasi tidak tereletak RTRW, 
atau pada fungsi strategis 

' 
RDTR 

• Bukan fungsi strategis kabupaten observasi 
kabupaten 

Pertimbangan kepadatan Untuk metropolitan dan 
b.kependudukan penduduk pada lokasi kota besat 

perumahan atau permukiman kepadaran penduduk 
dengan klasifikasi pada lokasi sebesar 5 rendah yaitu kepadatan 400 jiwa/ha Wawancar 

penduduk di bawah 150 a. format 
jiwa/ha Untuk kota sedang 8 Sia.n 

• sedang yatu kepadatan ota kecit statistik 

penduduk antara 151-200 epadatan penduduk observasi 
6 petimbangan jiwaha pada lokasi sebesat 

lain + tinggi yaitu kepadatan 200 iiwa/ha 
penduduk antara 201-400 kepadatan penduduk 
jiwa/ha pada lokasi sebesar 151 3 

sangat padat ya#tu kepadatan - 200 jiwa/ha 
penduduk di atas 400 
jiwaha, kepadatan penduduk 

pada lokasi sebesar f 
«150 jwa/ha 

petimbangan potensi yang 
¢.kondisi sosial, diiliki lokasi perurmahan atau Lokasi memilikd potengi 

ekonomi dan permukiman berupa 808al, ekonomi dan 
buda ya 

• Potensi sosial yaitu tingkat budaya untuk 5 
partisiparsi mars yar ark.art dala dikembangka ata Wawanc.at 
mendukung pembangunan elihara a, format 

• Potensi ekonomni yaitu ' sian, 
adanya kegiatan ekonomi Lokasi tidak memiliki 

' 
statistik, 

tertentu yang bersifat potensi sosial, 0observasi 
strategis bagi masyarakat ekonomi dan budaya 
setempat tinggi untuk 

Potensi budaya yaitu ada0ya dikembangkan atau 
kegiatan atau wartisan buda ya 

dipelihara tertentu yang diriliki 
mas yak.at setemp.at 

C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN 

• Kejelasan Kejelasan terhadap Keseluruhan lokasi merilikd (+) 
Status status penguasaan ejelasan status penguasaan 
Penguasaan ahan berupa, lahan, baik milik sendiri atau 
Lahan Kepemilikan sendiri dengan milik piha.k lain 

bukti dokumen sertifkat hak Sebagian atau keseluruhan 
Wawanara atas tanah atau bentuk lokasi tidak meriliki kejelasat (·) format isian, dokumen keterang an status status penguasaan lahan 
dokurnen tanah lainnya yang sah: atau bail milk sendini atar mo lik 
pertanaban, Keperilk.an pihak lain pihake lain 
observasi 

7 Legalitas (termnasuk milk adat/ula yat) 
Lahan bukti izin pemanfaatan tanat 

dari pemegang hak atas tana 
atau permilik tanah dalam 
bentuk perjanjian tertulis 

� 
-- ---- 

antara pemnegang hak atas 
- 
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tanah atau perilk taah 

b Kesesuaian Kesesuaian terha0dap Keseluruhan lokasi berada (+ 
RTR peruntukan lahan dalam pada zona peruntukan Wawancar a, 

rencana tata ruang (RT perumahan atau permukiman format +sian, 
dengan bukti izin mendiik.at sesuai TR RTRW 
bangunan aau rekomendasl Sebagian atau keseluruhan RDTR 
kesesuaian tata ruang lokasi berada bukan pada II 

0bsevasl 

2ona peruntukan perumahan 
atau permuiman sesuaj " 

IL.2. FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN 

o d i s t  e k n m h  

60 - 80 K u h  e  rat 

8 o nuh sedang 
6 - T  umuh Ringan 

Lealitas Lhan it 
t+ Status Lahan Legal 
[- Status Lah.an Tak 

gal 

ertmbang Lai Li 
I -  1  Fertmbangan Lann 

Tgsi 

l . f J • de  w 

X  X  X  X  X  X  

X  X X  X X  X  

x X  X  X  X X  

4 f I  � � • o 

x X  xX x X  X  X  X  X  

X  X  X  X X  X  X  X  X  

'  
.l 

1 
r 

" 4 
4 

1 
� 

- - 
.t e 

f t 1  %  
X  X  X  X  X  X  

-  Jo [ertimbangau Laun x X X X X X 

Sedang 

I - 5  e r t i b a n g o n  L t  X  K  X  X  X  Xx  
Re1lab 

. . 

l . l . l . l 

BUPATI 'UTON, 
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

1 TAHUN 2021 

2 EB\ 2021 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

TERHADAP PERU MAHAN KUM UH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KU MUH 

Ill. I .  FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 

LOGO 

BUPATI BUTON 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

KEPUTUSAN BUPATI BUTON 

NO MOR .... TAHUN 20. 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASJ PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI 

KABUPATEN BUTON 

BUPATI BUTON, 

Menimbang a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hid up yang laik dan sehat; 

b. bahwa penye\enggaraan peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung 
jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
didahului proses pendataan, 

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan 
kumuh dan perrnukiman kumuh wajib dilakukan 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran 
masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b da.n huruf c perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumaha.n 
Kumuh dan Permukiman Kumuh; 
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1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tmgkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 0 1 1  ten tang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. 

5. 

MEMUTUSKAN: 

. . . . . .  

.  

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam 
lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana 
yang tidak memenuhi syarat; 

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat 
menggunakan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor ... /PRT/M/20.. tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh; 

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Pennukiman Kumuh di 
Kabupaten Buton ditetapkan sebagai dasar penyusunan 
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton, yang 
merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung 
Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, 
termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa 
Kumuh; 

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 
Kabupaten Buton meliputi sejumlah (terbilang ) lokasi, 
di (terbilang ) Kecamatan, dengan luas total sebesar 
... (terbilang.........) hektar; 

Penjabaran mengenai: 

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukirnan Kumuh 
di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; 

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II; 

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman 
Kumuh di Kabupaten Buton dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran Ill, 
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d. dimana ketiga Lampiran tersebut merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; 

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan 
Permukiman Kumuh di Kabupaten Buton ini, maka 
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas 
pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan 
permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

BUPATI BUTON, 

t.t.d. 

(NANA LENG KAP TAN PA GELAR) 
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IIL.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI 
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PENINGKATAN KUALITAS 

KUMUH DAN 

2021 

DAN 

TAHUN 2021 

FEB PAR\ 

PERU MAHAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

PENCEGAHAN 

TERHADAP 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR f 

TANGGAL 

TENTANG 

LAMPIRAN IV 

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN 

NON FISIK 

IV. I. POLA PENANGANAN 
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t 

BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK 

No 

2 

, I 

s 

7 

Aspk 

Tekat 

Hangnan & 

LingKngan 

Tekant  

D i a s¢  

Lingknga 

Tekat 

e n e d n  Ai 

M i n  

Tekat 

Tekat 

'engelolaa 

'erstnpaht 

Tekat lotens 

Ekonon Lok.al 

Tekat Status 

Lahan 

Rekotendast lenanganan Non F 1sik 

• Penetapan Reglast Terkait Mangnan dan Lingknnga 

• Penetban 1MI 

• embaan l'emehhanan dan erbatkan Hang\nan 

dan Langkungan 

enetapan Reglas Tekait D a s e  Lgungan 

e b a a  e e d a a n  Resapan Kavlg 

Pembaan F e e h h r a a n  dan ebwkan Danase 

Peetapan Regulasr Te1kat 1AM 

e b a a  emed Ai M n  e1basis 

Masvarakat 

• P e m b a a n  Standat Au Mi yang ehat 

e m b a u n  Mengrang Eksplottas Au Tonal 

e b a a  Menggaka Ai Mn Terpusat 

eetapan Reglast Tekant iamtasf 

eretapan eglasr Te1kat le1sampahan 

e m b a a n  l'rogat Al 

P e m g k a t a n  Iola Hfnp e1sh 

ebinaan engelolaan Persampahan ebasts 

M a s a k. a t  

e m g k a t a n  'otens Ekono Lokal 

'oga ma tsah dalain angka embedavan 

Ekonot Masvarakat 

antan Modal salt 

iostahsast pada Lokast l'etmtknan natters 

l e m t a a n  Sertifikast hepethkan Lah 

• P e b e a n  l  emanfatan pada Tanh set 

e e r t a h / l e d a  

'enelolaan • Pembiaan Srstem imtas Individn, K o l  

L . b a h  m a p n  Fe+psat 

+  e b a w  ol Samits seht 

+  e b a a n  engelolaan 'iamntas e1bass Masvarakat 



No 

8 

« 

Io 

Aspek 

Terkat 

rt+s1past 

enanganon 

Terkait 

emnkman 

Kem bal 

Tekat 

Pengelolaan 

ekomendas enanganan Non 1stk 

• Sosalsas I'ogt dan Renwana Aksi epaganat 

Lokast 

e m b a a n  artistpas Masarakat dalam enangan 

e b a a  Keswadavaan Msvarkat 

• e b a a n  l'rogt l e u k a n  Seentata dan 

e m u k a n  hembalt 

• embiaan Mengena Pola Hdp Vertikal 

• ashitasi embentnkan Lem bag Sadava Masvarakat 

embinaan Upaya Femehiharaan dan erbakan 

Program lenghargaan dan opensas 

BUTON, 

t. 




